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1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan perkembangan teknologi yang sangat
cepat dan pesat, teknologi ini diterapkan untuk memudahkan masyarakat guna
memproleh informasi.! Dengan berkembangnya teknologi informasai dan
komunikasi suatu kejadian atau berita bisa di akses hanya dalam hitungan detik.
Selain memberi pengaruh positif hal ini juga bisa memberi pengaruh negatif yakni
bisa memberi ruang untuk melakukan cybercrime.? Karena kejahatan dunia maya
atau cybercrime merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi, yang memiliki
berbagai macam efek merugikan pada banyak aspek kehidupan kontemporer, maka
kejahatan ini menjadi salah satu kejahatan yang muncul dan telah menarik banyak
perhatian dari seluruh dunia.?

Di masyarakat, orang-orang sering menyalahgunakan kemudahan teknologi
informasi dan komunikasi. Masalah prostitusi, sebagaimana yang dikenal secara
umum, merupakan masalah yang masih sering muncul dan terus memburuk dari

waktu ke waktu.* Kata pelacur berasal dari bahasa Latin pro-stituere, yang bisa
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berarti menyetujui perzinahan, pelacuran, dan pelacuran.’ Penyalagunaan
kecangihan teknologi yang masih marak terjadi saat ini yakni prostitusi online
sering dijadikan sebagai ladang bisnis yang identik dengan dunia hitam yang
dilakukan melalui media online.® Salah satu jenis prostitusi yang memanfaatkan
internet untuk mengembangkan kliennya ialah prostitusi online.”

Karena kemudahan yang dimiliki hampir setiap orang di era digital saat ini
untuk mengakses internet, industri prostitusi online berkembang dengan cepat.®
Prostitusi online merupakan kejahatan yang melanggar moralitas dan kesusilaan,
Kegiatannya dilarang oleh UU dan melawan hukum bahkan, isu prostitusi online
dipandang sebagai penyakit sosial di masyarakat.” Prostitusi dan pelacuran bisa
mengancam kehidupan rumah tangga hingga memicu tindak pidana, kejahatan, dan
lainya. Meraka yang terlibat dalam prostitusi seringkali mengabaikan ajaran agama,
yang sebenarnya melarang keras praktik ini.'” Pelacuran bukan hanya masalah
individu, tetapi juga telah menjadi fenomena sosial yang mencerminkan

penyimpangan dari norma seksual dan ajaran agama.'!
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Prostitusi ialah praktik menerapkan media elektronik atau internet untuk
mengubah seseorang menjadi komoditas. Pendekatan ini dipilih daripada
pendekatan yang lebih tradisional atau populer karena lebih cepat, lebih
bermanfaat, dan lebih aman dari razia polisi.'”> Tindakan memperjualbelikan
seseorang menerapkan platform media elektronik atau daring, seperti Facebook,
WhatsApp, Twitter, Instagram, Michat, dan lainnya, dikenal sebagai prostitusi
online.'® Perdagangan manusia, yang termasuk prostitusi, biasanya menargetkan
perempuan dan anak-anak yang dipertukarkan sebagai pelacur atau menjadi sasaran
berbagai bentuk eksploitasi seksual.'* Masalah mendasar yang dialami korban,
seperti kemiskinan (ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar) dan
ketidaktahuan mengenai risiko serta dampak buruk terjun ke industri pelacuran,
merupakan penyebab hal ini."

Dampak negatif jika seseorang terjerumus kedunia dunia prostitusi online
ialah risiko tertular penyakit akibat aktivitas seksual tanpa pengaman. Kondisi
menular yang dikenal sebagai HIV/AIDS, atau sindrom defisiensi imun yang
didapat, sangat merusak kesehatan seseorang dan disebabkan oleh aktivitas

seksual.!® Prostitusi juga bertentangan dengan nilai-nilai yang diterima masyarakat,
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seperti Sila Kedua Pancasila, yang menyatakan bahwasanya manusia harus adil dan
beradab. Instruksi ini menempatkan penekanan kuat pada hak asasi manusia dan
membela gagasan bahwasanya setiap orang berhak diperlakukan secara adil dan
bermartabat. Tidak boleh menjadi sasaran pelecehan seksual atau perilaku tidak etis
lainnya.!”

Mucikari atau germo, pelanggan (pengguna layanan PSK), dan Pekerja Seks
Komersial (PSK) ialah tiga pemain utama dalam industri prostitusi internet.'8
Dalam praktiknya, prostitusi online melibatkan peran mucikari yang bertanggung
jawab dalam memfasilitasi perdagangan seksual melalui platform digital.!” Dari
beberapa kasus prostitusi online, baik yang bersekala kecil maupun bersekala besar,
pekerja seks umumnya tidak berinteraksi langsung dengan pelanggannya. Dalam
hal ini mucikari berfungsi sebagai perantara antara keduanya dan menerima komisi
dari pendapatan pekerja seks komersial. Mucikari biasanya memiliki kontrol yang
signifikan dalam mengatur hubungan ini.?

Yang dimaksud dengan mucikari atau mucikari ialah seseorang baik laki-
laki maupun perempuan yang mencari nafkah secara penuh atau paruh dengan

menyediakan, mengatur, membiayai, menyewakan, membuka, memimpin, dan

mengelola tempat untuk praktik pelacuraan. Mereka mempertemukan wanita
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pelacur dengan pria untuk melakukan hubungan seksual.?! Peraturan dalam KUHP
yang menjelaskan tentang prostitusi di indonesia terdapat di dalam Pasal 296,
dengan bunyi sebagai berikut: “Barang siapa yang pencaharianya atau
kebiasaanya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul
dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat
bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Kemudian Pasal 506 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa menarik
keuntungan dari perbuatan cabul seorvang wanita dan menjadikan sebagai
pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Dalam
penjelasan Pasal 296 dan 506 KUHP, seseorang yang memfasilitasi dan
memanfaatkan pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur bisa dikenakan sanksi. Yang
dimaksud dengan orang yang mencari keuntungan disini ialah mucikari atau
mucikari. Indonesia telah menetapkan Pasal 296 dan Pasal 506 dalam KUHP yang
mengatur sanksi pidana bagi mucikari yang terlibat dalam praktik prositusi. Namun,
seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, mucikari kini
melakukan prostitusi secara online.

Sementara dalam rumusan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP tidak
menguraikan secara rinci tentang bagaimana mucikari menjalankan prostitusi
online dan melakukan transaksi untuk menarik pelanggan melalui media online.
Mucikari yang melakukan prostitusi secara online diatur dalam pasal 45 ayat (1)
UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjalaskan “Bahwasanya
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setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau
mentransmisikan dan/atau membuat bisa diaksesnya informasi elektronik dan/atau
Dokumen Elektonik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah”.

Penegakan hukum terhadap pelaku mucikari yang melakukan prostitusi
online telah diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19
Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) Tahun.
Indonesia ialah negara hukum, dimana semua prilaku manusia harus diatur sesuai
dengan hukum yang berlaku, seperti yang tercantum dalam pembukan UUD 1945
Pasal 1 ayat 3 bahwasanya “Negara Indonesia ialah Negara Hukum”. Sebagai
negara hukum, penegakan hukum berfungsi sebagai alat untuk menjaga kontrol
sosial. Hukum memiliki banyak tujuan untuk kebaikan hukum, termasuk
menegakkan keadilan, memberi kepastian hukum, dan memberi manfaat. Hukum
juga berperan penting dalam masyarakat.??

Menurut data dari Manajemen Investigasi Elektronik (EMP), sejak 2020
hingga 25 September 2023, Polri telah menyelidiki 1.491 laporan pornografi,
prostitusi, dan eksploitasi seksual. Total kasus yang dilaporkan pada 2020 sebanyak
270. Pada 2021, angka ini turun menjadi 122 kasus. Namun, pada 2022, angka ini

meningkat lima kali lipat. Sebaliknya, dari jumlah laporan pada 2022, Polri telah
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menindak 67,5% kasus pornografi, prostitusi, dan eksploitasi seksual pada 2023
dalam waktu kurang dari sembilan bulan.??

Menurut penelitian Clarisa Pardosi, tuntutan jaksa penuntut umum dan
putusan majelis hakim seringkali lebih lunak dibandingkan dengan pembatasan
pidana yang terdapat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Jumlah
mucikari meningkat akibat kemungkinan hukuman penjara dan hukuman yang
minim. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara apa yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.?*

Pendapat nya senada dengan objek penelitian yang ada dipenelitian ini
dimana adanya penegakan hukum terhadap mucikari sekilas memperlihatkan
kurangnya cerminan keadilan ketika hasil penegakan hukum yang dilakukan
dibandingkan atau dikaitkan dengan kerugian secara materiel atau imateriel
terutama yang berhubungan dengan moral. Sehingga penelitian ini berfokus pada
penegakan hukum meliputi proses penegakan, hasil, dan implemetasi pada kasus
prostitusi online yang ada.

Sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku prostitusi online khususnya
mucikari sering kali belum mencerminkan efek jera yang signifikan, sehingga
diperlukan penegakan hukum berupa sanksi pidana yang lebih tegas dan hukuman
yang lebih berat untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatanya dan memberi

edukasi kepada masyarakat tentang konsekuensi dalam menindak kejahatan ini.
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Minimnya sanksi pidana yang diberikan terhadap mucikari memberi jalan atau
celah terhadap pelaku untuk mengulangi perbuatan yang sama atau biasa disebut
residivis, residivis bisa melakukan hal yang serupa dikarenakan kurangnya kontrol
diri serta kebiasaan dari hal tersebut bahkan dari faktor penghasilan yang
didapatkan.

Pada penelitian ini, penulis memiliki unsur kebaruhan atau temuan dari
sebuah penelitian dalam proses penegakan hukum yang mencapai sebuah
penegakan berupa hasil atau sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku mucikari
menerapkan putusan tentang prostitusi online yang ada di sulawesi dan belum
pernah diteliti oleh peneliti lain. Dalam beberapa kasus tindak pidana khusus
mengenai mucikari yang melakukan prostitusi online di sulawesi dan telah
meningkat dalam beberapa tahun terakhir didasarkan atas data dan angka prostitusi
online yang penulis dapatkan pada putusan pengadilan negeri di sulawesi sebagai

berikut:?

Tabel 1. 1 Data Kasus Prositusi Online 2021-2023

Tahun

Putusan Pengadilan Negeri di Sulawesi 2001 2022 2023

Watansoppeng 1 Kasus | 3 Kasus | 5 Kasus
Makassar 0 Kasus | 0 Kasus | 1 Kasus
Mamuju 0 Kasus | 1 Kasus | 3 Kasus

B https://putusan3.mahkamahagung.go.id/ Diakses pada tanggal 10 Juni 2024.




Pada kasus yang terjadi di Watansoppeng dengan putusan Nomor
66/Pid.sus/2023/PN Wns terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Pada kasus yang terjadi di Makassar dengan putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN
Mks terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
Dan pada kasus yang terjadi di Mamuju dengan putusan Nomor
224/Pid.Sus/2023/PN Mam terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan)
bulan dan denda sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Jika dilihat
bahwa sanksi pidana yang telah diberikan belum mencerminkan efek jera yang
signifikan terhadap pelaku, hal ini diperlukan peninjauan ulang dan pengetatan
hukuman agar dapat memberikan dampak pencegahan yang lebih efektif dan
menegaskan komitmen hukum dalam menanggulangi prostitusi online.

Secara normatif, hukuman penjara tampak sudah memadai dalam memberi
sanksi bagi setiap pelanggar, namun jika ditelaah lebih dalam, penerapan hukum
ternyata belum berhasil mengendalikan dan mendisiplinkan masyarakat untuk
patuh.?® Dengan demikian, penelitian mengenai sanksi pidana terhadap mucikari
dalam kasus prostitusi online sangat penting untuk dilakukan demi memperbaiki
sistem hukum, melindungi korban, dan menciptakan efek jera yang lebih tegas bagi
para pelaku. Dengan adanya hasil yang tegas ini seseorang atau masyarakat bisa
disiplin terhadap hukum dan memberi keadilan serta kebahagian sosial bagi

masyarakat.
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Berangkat dari latar belakang diatas, mendorong penulis untuk mengetahui
lebih dalam tentang pelaku prostitusi online, sehingga penulis memilih judul
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PROSTITUSI ONLINE
(Studi Kasus Putusan Tindak Pidana Khusus Tentang Prostitusi Online di

Sulawesi)”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang

menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A.Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada
putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks
& Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam?

B. Bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada
putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks

& Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenubhi kriteria tugas akhir yang
dibutuhkan untuk lulus dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur dengan gelar Sarjana Hukum. Namun demikian, dengan
mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai ialah

sebagai berikut:

A. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi online pada
putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN Wns, Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks

& Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam



B. Untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadap pelaku prostitusi
online pada putusan Nomor 66/Pid.sus/2023/PN  Wns, Nomor

93/Pid.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam

1.4 Manfaat Penelitian
A. Manfaat Teoritis
Penyelesaian skripsi ini diharap bisa memajukan ilmu hukum,
menambah wawasan, dan menjadi sumber kajian di masa mendatang dalam
bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penuntutan mereka
yang terlibat dalam prostitusi online.
B. Manfaat Praktis

a. Sebagai pedoman bagi pejabat dan aparat penegak hukum dalam upaya
mereka untuk merevitalisasi dan meningkatkan respons sistem hukum
terhadap mereka yang terlibat dalam prostitusi online.

b. Memberi informasi kepada masyarakat dan para pelanggar tentang
sanksi hukum yang berlaku dalam upaya penegakan hukum dalam
penindakan terhadap pelaku prostitusi online.

c. Sebagai bahan atau referensi untuk diteliti kembali oleh akademisi di
masa mendatang guna mendapat pemahaman yang lebih mendalam
tentang hukum pidana, khususnya dalam pembahasan tentang upaya

penegakan hukum dalam penindakan terhadap pelaku prostitusi online.



1.5 Metodologi Penelitian

A. Objek Penelitan

Objek penelitian yang menjadi persoalan yang akan diteliti ialah putusan
pengadilan mengenai penegakan hukum terhadap prostitusi online. Untuk
meneliti objek tersebut dilakukan dengan cara menganalisa isi putusan yang
terjadi pada Pengadilan Negeri Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns, Nomor

93/P1d.Sus/2023/PN Mks & Nomor 224/Pid.Sus/2023/PN Mam.

B. Alat dan Bahan Penelitian
1. Alat Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, yang
merupakan penelitian hukum berbasis kepustakaan atau yang sering
disebut "Legal Research”. Dipenelitian hukum normatif, sumber utama
ialah bahan pustaka yang dalam konteks ini disebut data sekunder. Data
sekunder ini termasuk berbagai jenis dokumen seperti surat pribadi, buku
harian, literatur, dan dokumen resmi pemerintah seperti peraturan
perUUan. Menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum
normatif ditentukan oleh sifat dan ruang lingkup disiplin hukum yang
mencakup sistem ajaran tentang realitas yang pada umumnya meliputi
analisis dan disiplin preskriptif.?’

Metode penelitian  normatif ialah  pendekatan yang

mengutamakan penggunaan literatur terkait objek penelitian. Dalam
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konteks ini, terdapat dua pendekatan yang umum diterapkan, yakni:
pendekatan statue approach yang berfokus pada UU, dan pendekatan
case approach yang menitik beratkan pada kasus-kasus konkret. Menurut
Ahmad Rosidi, tujuan penelitian ini ialah untuk menemukan doktrin,
norma, dan asas hukum guna menjawab berbagai permasalahan yang
timbul dalam sistem hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam analisis hukum tekstual,
kajian hukum normatif mempertimbangkan sejumlah faktor, antara lain
teori, sejarah, filsafat, dan perbandingan. Penelitian normatif menerapkan
teknik hukum, sejarah, dan konseptual, dengan mengkaji berbagai
masalah yang timbul melalui pemanfaatan sumber hukum primer,
sekunder, dan tersier.?®

2. Bahan Penelitian

Penulis sskripsi ini menerapkan data primer dan sekunder sebagai
sumber penelitian. Data primer ialah buku atau bahan pustaka yang
memberi perspektif baru terhadap konsep atau fakta yang sudah mapan
serta pengetahuan ilmiah terkini. Data yang bersumber dari kepustakaan
disebut data sekunder:

a. Bahan Hukum Primer berasal dari norma dan kaidah dasar seperti
peraturan perundang-undangan (dasar hukum yang mengikat) antara
lain:

- UUD 1945

28 Rosidi, Ahamad, M. Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif
Dan Sosiologis (Field Research)." Journal Law and Government 2.1 (2024): 46-58.



-  KUHP
- UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektonik
- UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2023/PN Wns
- Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Mks
- Putusan Nomor 224/Pid.Sus/2023/ PN Mam
b. Bahan Hukum Sekunder merupakan dasar hukum yang memberi
penjabaran sebagai pendukung dari data yang diterapkan dipenelitian
ini, yakni:
- Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil

penelitian, dan internet.

C. Teknik Pengumpulan, analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan
1. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Studi ini menerapkan materi hukum melalui analisis literatur yang
mencakup bahan hukum primer dan sekunder serta putusan hukum yang
relevan dengan fokus penelitian. Materi ini dikumpulkan, dievaluasi dan
dianalisis dengan membaca berbagai sumber seperti buku, peraturan, jurnal
dan kamus hukum.
2. Teknik Analisis Bahan Hukum
Penggunaan analisis normatif yang mengacu pada analisis isi dan
analisis kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum normatif, yang
kemudian memberi penyelesaian dalam masalah-masalah yang esensial

dari penelitian hukum.



3. Teknik Penarikan Kesimpulan

Peneliti menerapkan pendekatan deduktif dalam menarik
kesimpulan yang diambil dari prisip-prinsip umum yang meliputi aspek
sosiologi dan psikologi metode ini mengandalkan logika untuk
menghasilkan satu atau lebih kesimpulan didasarkan atas primis-premis
yang telah disediakan. Dari premis-premis tersebut kesimpulan dari

penelitian ini bisa ditarik jelas.

1.6 keaslian Penelitian

Dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian-penelitian

terdahulu yang mengangkat isu-isu dengan topik yang hampir identik atau serupa,

perbandingan berikut bisa menunjukkan kebaruan karya ini :

1.

Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat,
dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (ANAK) MELALUI PROSTITUSI ONLINE
NOMOR PERKARA (347/Pid.Sus/2019/PN.Pdg)” karya Riski Akbari,
diharap bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak atas
kebebasan individu dalam menentukan hidupnya. Penelitian ini juga
berupaya untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan
hakim dan jaksa dalam memutus perkara tindak pidana perdagangan orang,
serta tingkat tanggung jawab terdakwa.

Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA

TERHADAP MUCIKARI DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM



KLASIK  DAN SADD  AL-DZARI’AH (Putusan ~ Nomor
1449/Pid.Sus/2020/PN Sby Dan Putusan Nomor 1733/ Pid.Sus/2020/PN
Sby)” oleh Akmal Pujihartono di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwasanya para
pelaku tindak pidana mucikari dalam kedua kasus tersebut menghadapi
hukuman sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 dan Pasal 296 KUHP.
Seseorang bisa menjadi pelacur karena alasan ekonomi yang mendesak, dan
tingginya angka pelacuran di Indonesia sebagian disebabkan oleh
penegakan hukum yang lemah. Gagasan bahwasanya orang memiliki
kekuatan untuk membentuk nasib mereka sendiri dan bertindak sesuai
dengan keinginan mereka ialah inti dari perspektif hukum klasik. Akan
tetapi, menurut Saad al-Dzari'ah, tujuannya ialah untuk mencegah sesuatu
yang diharamkan untuk mendatangkan keburukan (mafsadah).

Skripsi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, dengan judul
“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PERANTRA JASA
PROSTITUSI ONLINE (Studi Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN MLG”
karya Syaffi Rangga Raditya Ramadhan, Temuan kajian ini menunjukkan
bahwasanya minimnya regulasi yang mengatur tentang hukuman pidana
bagi mereka yang menerapkan layanan prostitusi online telah menyebabkan
tingkat pencegahan prostitusi online menjadi kurang ideal. Dalam hal ini,
pertanggungjawaban pidana memang memerlukan batasan yang tepat dan
ketat. Maka dari itu, KUHP Indonesia yang berkaitan dengan
pertanggungjawaban pidana perantara layanan prostitusi online perlu

diperbarui.



4. Tesis dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan judul
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE MENERAPKAN APLIKASI MICHAT (Studi Kasus Putusan
Pengadilan Negeri Bitung Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Bit)” karya R.
Aviantri Febriana Kemala Devi, Dari data penelitian ini bisa disimpulkan
bahwasanya ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, karena
mengikuti protokol, aparat penegak hukum berperan baik dan benar dalam
menangani kasus prostitusi online. Sebelum melakukan pemeriksaan di
Tempat Kejadian Perkara (TKP), pihak kepolisian terlebih dahulu
memperoleh laporan dari masyarakat. Kemudian, dilakukan penahanan
terhadap terdakwa beserta barang bukti. Karena syarat-syarat tersebut di
atas telah terpenuhi, maka jaksa dijerat dengan pasal yang berlaku, yakni
Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Untuk memberi hukuman
yang setimpal kepada PSK online, maka hakim memberi putusan
didasarkan atas hasil pemeriksaan terhadap fakta hukum dan keadaan yang
ada. Kedua, inisiatif proaktif, preventif, represif, dan sosial bisa diterapkan
untuk mengatasi situasi prostitusi internet. Untuk memastikan bahwasanya
para pelaku tidak melakukan perbuatan yang sama lagi, pemerintah,

pemerintah daerah, dan masyarakat semuanya terlibat dalam upaya ini.

Bahwa studi kasus putusan ini adalah putusan pada tahun 2023, dan pada
objek penelitian ini menggunakan kacamata penegakan hukum berupa hasil dan

implemetasi dari putusan yang belum pernah diteliti oleh peneliti lain.
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